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Ringkasan Eksekutif

~arga obat yang tinggi akan menghambat akses masyarakat terhadap obat. Di
mdonesia keluhan terhadap mahalnya harga obat banyak diberitakan di media.
Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa harga obat di Indonesia terutama harga obat
bermerek harganya tinggi. Komponen biaya obat dapat mencapai + 40% dari total
z=ket pelayanan kesehatan.

Badan Litbangkes melakukan studi terhadap harga obat di Indonesia yang bertujuan
uniuk membuat rekomendasi opsi kebijakan guna mengatasi permasalahan harga
ohat di Indonesia. Kajian dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan yang
wdensif dalam tim dan dengan pakar, melakukan forum-forum diskusi dengan topik
t=rkait pengendalian harga obat baik dari sisi demand (provider kesehatan) maupun
== supply (industri farmasi) dengan seluruh stake holders terkait, melakukan
==alisis kebijakan dan literatur terkait akses obat. Dilakukan juga penelitian harga
ni=1 di DKI Jakarta untuk mengupdate data harga & ketersediaan obat terkini.

“=pan terhadap kebijakan memperlihatkan upaya yang telah dilakukan pemerintah
omtuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat antara lain “rasionalisasi
s=3ga obat dan pemanfaatan obat generik”, “penerapan Daftar Obat Esensial
“asional” dalam pelayanan kesehatan dasar dan “kebijakan penggunaan obat yg
fasional” '

Sesdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Litbangkes secara intensif mulai
“=nun 2004 sampai saat ini, harga obat di Indonesia memiliki variasi yang lebar
am=ra kategori obat termurah, obat terlaris dan obat innovator untuk item obat yang
s=arw. Pengadaan obat di level Pemda belum efisien karena masih cukup banyak
s=wior pemerintah yg membeli obat di atas standard harga obat yang telah
“i=tzpkan SK Menkes untuk pengadan obat pemerintah dan masih ada sektor
semernintah yang membeli obat dengan harga lebih tinggi dari sektor swasta.

W =tersediaan obat-obat program seperti FDC untuk tuberkulosis dan ACT untuk

maizria di wilayah endemis masih kurang baik (masing-masing + 50 & 70%). i




Hasil analisis memperlihatkan bila dihitung berdasarkan ratio median harga obat
untuk pengadaan pemerintah di Indonesia terhadap median International Reference
Price maka Median Price Ratios obat di Indonesia tersebut berada disekitar = 1,52
yaitu lebih tinggi dari Malaysia (1,09) dan Thailand (1,46) tetapi lebih rendah dari
Phillipines (2,60) untuk kategori yang sama. WHO dan Health Action International
meyatakan bahwa idealnya MPRs untuk obat pengadaan pemerintah berada di

sekitar 1.

Hasil Forum Diskusi menghasilkan kesimpulan sbb: 1).Pelayanan kefarmasian yang
sesuai dengan PP51/2009 dapat mengendalikan harga obat dengan konsep
menjadikan apotek sebagai tempat praktek pelayanan kefarmasian yg berorientasi
kepada pasien untuk penggunaan obat yang rasional. 2).Pemerintah melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki kemampuan untuk melakukan
pengendaliaan harga obat, utamanya obat-obat yg biayanya di bayar dengan skema

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pilihan kebijakan yang direkomendasikan oleh studi ini adalah “pengendalian harga
obat melalui SUSN” dengan model harga obat yang dirumuskan antara lain dengan
menyusun formularium nasional (daftar obat & harga) secara sentralistik sebagai
acuan nasional tetapi pengadaan obat seluruhnya secara desentralisasi. Harga obat
yang tertera pada formularium tersebut jangan melebihi MPRs 1,5 dan untuk
menjamin ketersediaan obat, sebaiknya obat-obat bermerek juga masuk kedalam
formularium tersebut tetapi harga harus sama dengan obat yang masuk kategori

harga obat termurah yang ditetapkan untuk formularium.

Studi juga merekomendasikan “perubahan pelayanan kefarmasian yang sesuai
dengan jiwa UU kesehatan 36/2009 dan PP51” dan “edukasi masyarakat secara

terus menerus mengenai penggunaan obat yang rasional”. Dengan kebijakan-

kebijakan yang direkomendasikan diharapkan harga obat dapat dikendalikan.
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Pendahuluan

“ermasalahan harga obat yang tinggi di Indonesia telah cukup banyak
dikemukakan, baik berdasarkan hasil penelitian, seminar/lokakaryal/round table
discussion maupun kasus-kasus yang diangkat oleh media. Demikian pula berbagai
pihak terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lkatan Dokter indonesia
(ID1), lkatan Apoteker Indonesia (IAl) dan pihak lain juga beruiang kali

menyampaikan himbauan terhadap pemerintah untuk merasionalkan harga obat.

Bila mengacu kepada UU no.7 tahun 1963 tentang farmasi dan UU no.36 tahun
2009 serta kebijakan obat nasional (Konas) harga obat yang rasional adalah obat
tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Regulasi
tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah menjamin hak masyarakat

untuk memperoleh obat dengan harga yang semurah-murahnya.

Harga obat yang tinggi berdampak terhadap kurangnya akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan, karena biaya obat dapat mencapai 40% dari biaya pelayanan

kesehatan. Di Indonesia >70% masyarakat masih memperoleh obat dengan

niembayér biaya obat sendiri sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi

harga obat, beberapa permasalahan penyebab tingginya harga obat adalah:

7. Harga obat mengikuti mekanisme pasar, walaupun dgn adanya asimetri
informasi antar pemakai obat dengan penyedia pelayanan obat menimbulkan
peluang terjadinya market faflure.

Belum ada dasar hukum untuk pengaturan harga obat secara langsung.

W N

Ketergantungan produksi obat terhadap bahan baku tinggi (>85%)

i=

. Harga obat yang masih masuk kriteria obat paten harganya mahal karena masih
mendapatkan perlakuan khusus sebelum masa paten berakhir, sehingga bebas

untuk menentukan harga obat karena tidak memiliki kompetitor langsung

o

Penerapan cukai bagi bahan baku obat dan pajak terhadap obat jadi

o

Konsumsi obat di Indonesia masih tergolong rendah sehingga pangsa pasar juga
masih kecil, tetapi jumlah industri dan distributor farmasi banyak. Hal ini
berdampak kurang efisiennya pasar obat di Indonesia serta menciptakan

persaingan usaha yang kurang sehat.

= Sistem asuransi kesehatan nasional masih terbatas & belum berjalan baik 1




& Me=tersediaan obat generik sebagai alternatif obat terjangkau masih kurang baik,
serta mutu obat generik masih dipertanyakan. Hal ini diasumsikan sebagai
penyebab rendahnya konsumsi obat generik yang hanya naik turun berkisar 10-
5% selama 10 tahun terakhir.

= Kuwangnya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, komitmen dan
kesepakatan dari industri farmasi, misainya: kesepakatan antara kementerian
kesehatan dengan pihak industri farmasi untuk menurunkan harga obat generik
bermerek.

I Pennasalahan lain.

k=rw@n permasalahan harga obat yang begitu banyak, pemerintah harus bekerja
“=as untuk merumuskan strategi kebijakan dan program yang dapat menjadi solusi
=20 fgginya harga obat. Bila pengaturan harga obat masih merupakan langkah
samang, maka pengaturan secara tidak langsung dapat menjadi alternatif

pemyelesaian masalah.

 Jlen karena itu pusat Humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan
mesyarakat m!elakukan kajian dan diskusi yang intensif, komprehensif dan fokus
smadap harga obat yang melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk mencari
“wus bersama terhadap permasalahan harga obat sehingga dapat menghasilkan
paper untuk pemerintah agar akses masyarakat terhadap obat dapat menjadi
Evaluasi lapangan terhadap situasi harga obat saat ini juga dilakukan untuk

=wmperkaya materi diskusi dan kajian harga obat.

~an Masalah

‘@ ohat sangat erat keterkaitannya dengan akses masyarakat terhadap obat.
W= obat yang tinggi akan menghambat akses. Survey international
lperiihatkan bahwa >1/3 keluarga miskin tidak menerima obat yang diresepkan
senyakit akut (WHO, 2006). Oleh karena itu, kajian mengenai harga obat yang
wet E=nggap tinggi untuk masyarakat Indonesia diperlukan karena banyak
zsalzhan yang dianggap sebagai penyebab tingginya harga obat sudah
" akan tetapi kebijakan dan program untuk mengatasi harga obat tersebut

g ek Ef . 2
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Tinjauan Pustaka

undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, pasal 8 meyatakan bahwa
‘sefiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari
tenaga kesehatan”. Dalam proses pelayanan kesehatan, pengobatan yang tepat
sangatlah diperlukan, sehingga penggunaan obat yang menyangkut jenis, jumlah
maupun mutunya serta dosis yang diberikan harus tepat. Disamping hal-hal yang
telah dikemukakan tersebut harga obat juga harus diperhatikan. Oleh karena itu
pemerintah harus dapat mengendalikan harga obat sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat (UU No 36/2009)

Untuk menentukan arah kebijakan di bidang obat, pemerintah dalam hal ini
Kementrian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/II1/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional
(KONAS) yang menyatakan penggunaan obat yang rasional mencakup harga obat
yang rasional dengan pengertian obat tersedia dengan harga yang terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah kebijakan KONAS dalam hal harga
obat adalah pelaksanaan evaluasi harga secara periodik dalam rangka mengambil
kangkah kebijakan mengenai harga obat esensial dengan :

a. Membandingkan harga dengan harga di negara lain

b. Membandingkan harga di perkotaan maupun pedesaan dan di sarana

pelayanan kesehatan sektor publik dan swasta. °

c. Menilai dampak kebijakan yang telah dilaksanakan mengenai harga obat

Selain itu juga dilakukan pengembangan slstem informasi harga obat, pengaturan

harga obat esensial untuk menjamin keterjangkauan harga obat. (KONAS).

Upaya riil yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat
teshadap obat adalah rasionalisasi harga obat generik dan obat yang pengadaannya
kukan oleh pemerintah. Pada tahun 2006, sebagai respon terhadap hasil-hasil
penelitian dan keluhan masyarakat terhadap tingginya harga obat, maka terbitlah SK

Menkes No. 336/Menkes/SK/V/2006 tentang harga obat generik yang mengalami

cenurunan harga neto apotek (HNA) sampai dengan * 70%. Demikian pula SK
Menkes berikutnya yaitu nomor 521/Menkes/SK/IV/2007 dan 3




MEENMenkes/SK/1/2008 tentang Harga Obat Generik besisi hal yang sama dan
Ssum ada perubahan yang prinsip. Baru pada tanggal 27 Januari 2010 Menteri
S=s=fuian mengeluarkan SK mengatur harga obat generik sebagai berikut, dari 493
“=m abat generik yang tertera pada SK tersebut, pemerintah menurunkan harga 63
J=ms obat generik yang terdini atas 106 item sediaan obat generik dan menaikkan 22
Je=riis obat generik yang terdin atas 33 iYem sediaan jenis obat generik, sedangkan
scaTya sebess 335 tem harganya tetap.( SK harga obat generik Nomor

n =% 03.01/Menkes/146/ 1/2010). Tanggal 17 Maret 2012 Menteri Kesehatan
menetapkan 4% dari seluruh jenis obat mengalami kenaikan harga mulai Rp.30
s=avpai Rp343 per item atau sekitar 6-9%. Menteri Kesehatan menyebutkan ada
wenaikan harga pada 170 obat, namun harga pada 327 jenis obat malah turun. Dari
*70 jenis obat yang HET nya naik, 28 item adalah sediaan injeksi dengan rata-rata
Wenazikan harga per item sebesar Rp. 343 sebanyak 123 jenis tablet, kapsul naik-
m=a-rata Rp31 sebanyak 8 item, sirup rata-rata naik sebesar Rp 30, dan 3 macam
s=lep dengan rata-rata kenaikan Rp221. Pemerintah juga smelalakan strateq skema
@rminan kesehatan nasional (JKN) untuk dapat meningkatkan keterjangkauan obat,
s=rutama obat esensial bagi masyarakat. Untuk mendapatkan harga yang lebih
“S=mangkau di sektor pubiik melalui pengadaan dalam jundah besar atau pengadaan

- Sersama bagi pelayanan kesehatan dasar pemerintah dimana masyarakat

Svenghasilan rendah disubsidi melalui pengadaan obat di sarana pelayanan
Wesshatan dasar tersebut.

tetapi, STPai saat ini belum ada kebifakan yang mengatur harga obat
baik tangsung maupun secara tidak langsung, sehingga harga obat dapat
finggi. Harga obat bermerk harganya ada yg mencapai >10 kafi lipat harga
generik. Contoh harga amoksisilin bermerk dapat mencapai 10 kali lipat,
! pun obat tersebut sudah habis masa patennya. Contoh lain adalah harga
ksaxin 500 mg dapat berbeda jauh antar rumah sakit yang terietak di Jakare
In‘aupun memiliki brand yang sama (Badan Litbang DepKes, 2005). Pada tahun
m GP Farmasi membuat kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan
‘hak industri farmasi nasional untuk menurunkan harga obat bermerk sampai
h.simum 3 kali lipat harga obat generik. Belum jelas apakah kesepakatan tersebut
:h-‘;dan dengan baik atau belum karena belum ada evaluasi/studi terhadap

hﬂmnaan kesepakatan dan komitmen tersebut (http://www.antaranews.com). 4
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Jdahun 2004 keluarlah undang-undang no.40 tentang Sistem Jaminan Sosial
Masional (SJSN) yang implementasinya melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) akan dimulai pada awal tahun 2014. Dengan adanya UU tersebiit
wezka BPJS memiliki nitaitawar besar terhadap industri farmasi untuk n&gosiast
harga obat yang tercantum pada daftar obat BPJS Kesehatan. Oleh karena itu
BPJS bidang kesehatan harus melakukan pengaturan obat dan daftar harga obat

secara rasional yang akan ditanggung oleh SJSN.

Tujuan

. Tujuan Umum
Membuat rekomendasi opsi kebijakan guna mengatasi permasalahan harga
obat di Indonesia
2. Tujuan Khusus
- Mengkaji faktor-faktor yang memiliki dampak terbesar terhadap tingginya
harga obat
- Mengkaji kebijakan-kebijakan terhadap harga obat yang sudah ada
- Membuat kajian opsi penyelesaian permasalahan tingginya harga obat.

Manfaat

Dengan dihasilkannya policy paper yang merekomendasikan langkah-langkah

sfrategis untuk mengendalikan harga obat, diharapkan pemerintah memiliki acuan

untuk meningkatkan kebijakan harga obat.




gka Konsep berdasarkan WHO Framework

1.Seleksl &
pengauNaan ohat
¥g rasional

ser: WHO Perspective on Medicines Prices and Policies

rangan:
1. Seleksi dan penggunaan obat yang rasional: oleh dokter dan apoteker

2. Harga yang terjangkau: masyarakat dapat membeli obat sesuai dengan
kemampuan mereka

3. Pemblayaan yang berkesinambungan: penyediaan obat bersubsidi dari
pemerintah atau sistem asuransi yang berjalan dengan balk

4. Sistem supply kesehatan yang dapat diandalkan: ketersedlaan obat pada
jalur distribusl dan pada fasilitas pelayanan kesehatan,

2 Harga Obat ini dilakukan dengan cara:

1. Kajian Harga obat
Kajian harga obat ini mengacu kepada framework WHO tersebut diatas
dikerjakan dengan cara :
- Kajian kebijakan terkait harga obat dan pustaka (/iterature)

- Forum diskusi intensif dan komprehensif dengan stake holder terkait,
yaitu: Kementrian Kesehatan, Badan POM, LSM/Yayasan konsumen,
Universitas, Dinas Kesehatan, PT. Asuransi Kesehatan, PT. Jamsostek,
lkatan Dokter Indonesia, lkatan Apoteker Indonesia, GP Farmasl|,
International Pharmaceutical Manufacturing Group, WHO dan peneliti




- Pertemuan intensif dalam tim dan dengan pakar

2. Kegiatan penunjang di lapangan dikerjakan dengan jalan melakukan
penelitian survey harga obat dengan cara wawancara ierstruktur terhadap
fasilitas kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk meng update harga
obat terkini. Metodologi penelitian mengikuti metode survey harga obat yang
dikembangkan oleh Health Action International (HAI) dan WHO.

Tempat dan Waktu Studi
Saudi ini dilaksanakan di DKI Jakarta selama 6 bulan.

Jenis Studi
#=gan terhadap sistem dan kebijakan kesehatan

Hasil dan Pembahasan

#=bijakan terkait harga obat:

= UU no.7 tahun 1963 tetang farmasi, UU RI no. 36 tahun 2009, KONAS;
Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan
perbekalan kesehatan, terutama obat essential.

- Rasio’nalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik.
Pemerintah sudah sejak tahun 1985 mengeluarkan kebijakan obat generik
dengan harga “terjangkau” untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
obal”. Jumlah item obat yang dikeluarkan terus berkembang mulai dari beberapa
puluh item sampai menjadi 498 item (SK Menkes No0.092/2012).
Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Kesehatan tahun 2004-
2005 yang diselenggarakan secara berkolaborasi dengan HAl dan WHO
awnunjukkan bahwa >90% harga obat di Indonesia termasuk obat generik masih
di 2ias harga standar obat international (international reference price dari MSH).
#ada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan;
SK MenKesNo.336/MenKes/SK/V/2006 tentang harga obat generik yang
@engalami penurunan sampai dengan + 70 %

~ [E=nerapan Daftar Obat Esensial Nasional dalam pelayanan kesehatan dasar

~ &e=bijakan POR (penggunaan obat yg rasional)




1. Harga dan ketersediaan obat yang objektif (evidence-based):

Kegiatan

Pelaku penelitian

Wilayah

Hasil yang signifikan

Survey harga

Badan litbangkes,

DKl Jakarta, Jatim,

>30% harga obat Indonesia masih diatas

obat WHO dan Health Sumsel, Kalsel, international reference price
Action Suisel & Papua (6 - Ketersediaan obat di sektor swasta lebih
International propinsi) baik dari sektor publik
Survey harga Badan litbangkes DKl Jakarta, Riau, - Masib cukup banyak pelayanan kesehatan
obat Kalimantan dasar yang membeli obat dengan harga
Selatan, diatas standar harga obat yang ditetapkan
Papua (4 propinsi) SK Menkes untuk PKD .
- Harga beli obat dinkes & puskesmas masih
lebih tinggi dari harga beli apotek & RS.
- Cukup banyak terjadi kekosongan obat
generik di pasar
Penelitian Badan litbangkes Babel, Kalteng, - Ketersediaan obat generik di fasilitas
Analisis Situasi Gorontalo, NTT, kesehatan sangat bervariasi antara 1,07
& base-line Papua (5 propinsi) smp 100%.
data obat - Ketersediaan obat generik di RS & Apotek
lebih rendah dari di puskesmas
- Harga beli obat generik masih ada vg
mencapai S0% diatas standar harga beli yg
ditetapkan SK Menkes tentang obat generik
Survey Badan litbangkes Jawa: 4 prop Masih cukup banyak obat generik &
ketersediaan & Sumatra: 3 Prop esential pd faskes yang ketersediaannya s
eterjangkauan NTB, Kaltim, Sulut, 3 bulan, ct. kotrimoksasol anak, lar.infus
obat generik & Malut & Papua dextrose, FDC tuberkulosis, dll.
esensial’ Barat - Beberapa obat sering kosong di pabvik/PBF
(total 12 propinsi) setempat.
Survey harga Universitas DKI Jakarta, - Harga obat termurah yang ada di pasar
obat Pancasila DI Yogyakarta pada tahun 2010 lebih rendah dari harga
Sumatra Selatan, obat termurah thn 2004
Sulawesi Selatan - Tidak ada perbedaan pola ketersediaan
(4 propinsi) obat di sektor publik antara tahun 2010
dan 2004, ketersediaan obat masih belum
baik.
Bxet fasilitas Badan litbangkes Seluruh propinsi - Tidak terlihat pengaruh regional terhadap
Eesehatan (seluruh puskesmas ketersediaan obat baik secara nasional
Rifaskes) yang ada di maupun pada regional yang memiliki
Indonesia) wilayah terpencil dan sangat terpencil
- Obat-obat FDC untuk tubercutiosis
ketersediaannya masih rendah (<50%) pada
semua regional, demikian juga obat ACT
untuk malaria ketersediaannya masih
kurang baik pada wilayah endemi malaria,
yai‘wgional 3 & 4 (70%)
Sawvey harga Badan litbangkes DKI Jakarta (6 - Harga beli obat termurah di puskesmas
oot wilayah) masih sedikit diatas harga yg ditetapkan SK

Menkes 094/2012

Ketersediaan obat terbaikada
pada RS pemerintah, yaitu 83,3%
vs 80,6% (swasta) vs 57% (pkm)
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Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dan 2012 pengadaan obat di level

pemerintah daerah belum efisien karena:

- Masih cukup banyak sektor pemerintah yg membeli obat di atas standard harga
obat yang telah ditetapkan SK Menkes

- Masih ada sektor pemerintah yang membeli obat dengah harga lebih tinggi dari
sektor swasta

- Puskesmas di wilayah DKI Jakarta masih membeli obat dengan harga sedikit
diatas dari harga obat yang ditetapkan oleh SK Menkes 094/2012.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa hasil survey 2010, 2011 dan 2012
==inperlihatkan bahwa ketersediaan obat di sektor pemerintah masih kurang dan
s=tersediaan obat program yang pengadaannya sentralistik juga masih kurang,
awitoh: obat anti tuberculosis, dan obat ACT untuk wilayah endemi malaria.

Tabel 2. Median Price Ratio’s (MPRs) untuk pengadaan obat pemerintah
di Indonesia, Thailand, Malaysia & Phillipines
(Berdasarkan Laporan Survey dengan Menggunakan Metoda HAI-WHO)

Kategori Indonesia Thailand  Malaysia  Phillipines
MPRs MPRs MPRs MPRs
2012 2010 2004 2006 2004 2009
Obat 1,52 1,34 1,74 1,46 1,09 2,6
n . (n=21) (n= (n=15) (n=31) (n=26) (n=32)
' 22)
Obat terlaris 1,18 1,44 33" 2,41
(n=2) - (n=4) (n=8) (n=14) -
Ot 1,56 12
i - (n=26) (n=2)
Wefi=rangan:

- Median Price Ratio = ratio antara median harga obat terhadap median harga
abat international reference price dari MSH

- ©bat termurah = obat generik/obat generik bermerek/ "me too” yg harganya
t=rmurah pada fasilitas kesehatan yg disurvey

- Obst terlaris = obat generik bermerek/ “me too” yg terlaris penjualannya di
budonesia

- Obatinnovator = obat generik bermerek yg original




~ Interpretasi WHO-HA! terhadap Median Price Ratio
#targa obat yang optimal adalah yang nilai MPR nya sebagal berikut:

+ MPR= 1—> untuk pengadaan obat pemerintah
+ MPR=156—> untuk obat yang dibayar oteh pasien di RS Pemerintah
' + MPR=25-.—> untuk obat yang dibayar oleh pasien di fasilitas

kesehatan swasta

Tabel 2 memperlihatkan bahwa harga obat di Indonesia memiliki variasi yang lebar,
antara obat termurah, obat terlaris dan obat innovator. “Obat terlaris” ada yang lebih
murah harganya dari "obat termurah” yang umumnya obat generik.

Harga obat untuk pengadaan pemerintah di Indonesia memiliki MPRs di sekitar 1,5
untuk jenis obat termurah, \ebih tinggi dari Thailand & Malaysia tetapi lebih rendah
dari Phillipines.

Figur 1. Grafik MPRs beberapa ‘‘obat termurah” dl Indonesia untuk
pengadaan obat pemerintah tahun 2004, 2010 dan 201
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Hasil Forum Diskusi

- Pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan PP51/2009 diharapkan dapat
mengendalikan harga obat dengan konsep menjadikan apotek seteygesi tempat
praktek pelayanan kefarmasian yg berorientasi kepada pasien urtuk peniggunaan
obat yang rasional

- Pemerintah melalui BPJS memil iki kemampuan untuk melakukan pengendaliaan

harga obat, utamanya obat-obat yg biayanya di bayar dengan skema SJSN

Linitasi
Sasdy harga obat ini belum mencakup harga untuk obat-obat yang masih dilindungi
saien akan tetapi obat generik dan esensial yang ada di Indonesia sudah mencakup

f=mpir semua paket pengobatan yankes kecuali untuk penyakit oncologi, haemofilia,
halasemia, HIV/AIDS.

Kesimpulan & Rekomendasi

#m:ga obat di Indonesia relatif tinggi, karena masih di atas international reference
awice, hal ini disebabkan belum adanya pengaturan harga secara kesisteman yang
Bessifiat komprehensif baik untuk obat generik dan obat bermerek. Kebijakan terkait
"=»ya obat yang telah dikeluarkan belum dapat menjawab permasalahan tingginya
iexaa obat tersebut.

i=h karena itu opsi kebijakan yang direkomendasikan adalah:

Opsi 1

“=zenntah sebaiknya menggunakan momentum pemberlakuan sistem jaminan
so==l nasional untuk mengendalikan harga obat yang menjadi tanggung jawab
“2JS. Untuk itu perlu adanya “formularium nasional” (daftar dan harga obat) yang
~ S=usun secara sentralistik untuk menjadi referensi nasional.

\ace! harga obat untuk daftar obat yang tertera dalam “formularium nasional”

Sa=ebdut di atas sebaiknya :
- Harga obat yg tertera pada “formularium” berada pada harga dengan

maksimum MPRs 1,5 kecuali untuk obat-obat yg kebutuhannya sedikit tapi

vital dapat mencapai MPRs 2,5.




-~ Untuk menjamin ketersediaan obat, sebaiknya dibuka kesempatan bagi obat
‘Yenmerek/innovator untuk nmasuk kedalam formularium dengan harga yg
sama dengan harga “obat termurah” (harga berlaku bagi semua jenis obat)
sepanjang obat berkualitas & memenuhi cara pembuatan obat yang baik
(CPOB).
- Monitoring dan evaluasi secara sampling setiap tahun untuk menjaga agar
harga obat tidak berada di atas harga yg telah ditetapkan
- Pengadaan obat secara terbuka & transparan melalui online internet
- Pendekatan farmako-ekonomi untuk obat-obat yang masih dilindungi paten &
harganya mahal serta obat-obat baru.
lemz=n model harga obat yang direkomendasikan seperti di atas, maka industri
~w=3 harus meningkatkan kompetensinya untuk bersaing dan mencapai

Wembangan baru. Pada tahap awal pemerintah dapat membantu industri farmasi

=pan peta kebutuhan obat di Indonesia (jenis dan jumiah) dengan melakukan
-

wmizh berkolaborasi dengan lkatan Apoteker Indonesia mendorong

Mes==nya perubahan praktek pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan jiwa
| ===hatan 36/2009 dan PP51 dengan landasan untuk meningkatkan akses

wer=%at terhadap obat secara rasional.
-

#5 wasyarakat secara terus menerus dengan mode! yang efisien dan efektif.
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Abstrak

Jelah dilaksanakan Studi Harga Obat pada rumah sakit, puskesmas dan apotek.
Studiini dibutuhkan untuk mengevaluasi harga dan ketersediaan obat terkini. Sejak
Ehun 2004 sampai 2010 Badan Litbang Kesehatan mengadakan rangkaian survey
harga dan ketersediaan obat. Hasilnya adalah lebih dari 90% obat yang ada di
Indonesia harganya masih di atas International Reference Price. Ketersediaan obat
= sektor swasta lebih baik dari sektor publik dan masih cukup banyak obat generik &

#sensial pada fasilitas kesehatan yang ketersediaannya < 3 bulan.

Tujuan studi adalah memperoleh gambaran harga dan ketersediaan obat pada
rumah sakit, puskesmas dan apotek dengan tujuan khusus:

- Membandingkan harga obat terhadap International Reference Price

- Membandingkan harga obat pada fasilitas kesehatan publik versus swasta
- Membandingkan ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan publik versus

swasta

Sadi dilakukan di enam (6) wilayah DKI Jakarta: Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,
Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Metode studi
mengikuti metode baku dari World Health Organisation dan Health Action
Meemational. Sampel adalah 22 jenis obat esential dan lokasi pengumpulan sampel
= mimah sakit, puskesmas dan apotek. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawoncara terstruktur yang tertera pada kuisener. Analisis data secara statistik

@=sknptif menggunakan Microsoft-Excell.

“asilnya antara lain secara umum harga obat di Indonesia masih lebih tinggi dari
“@=mational Reference Price & dapat mencapai >100 kalinya. Belum banyak
s=3uvbahan pola harga obat jika dibandingkan dengan hasil studi tahun 2004-2006.
“=apat variasi harga yg cukup lebar antara harga obat antar puskesmas, antar RS
semerintah, antar RS & Apotek swasta Ketersediaan obat terbaik ada pada RS
gemerintah, yaitu 83,3% vs 80,6% (swasta) vs 57% (puskesmas).

W=z kunci: harga obat, ketersediaan obat, DKI Jakarta, RS, Apotek, puskesmas
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Pendahuluan

Sejak tahun 2004 sampai 2010 Badan Litbang Kesehatan mengadakan rangkaian
survey harga dan ketersediaan obat. Pada tahun 2004-2005 Badan Litbang
Kesehatan bersama-sama dengan World Health Organization (WHO) dan Health
Action International (HAI) melakukan survey harga obat pada 6 propinsi di
hdonesia, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan dan Papua. Kemudian pada tahun 2006 dilakukan kembali survey
harga obat yang dilakukan secara potong lintang pada 4 propinsi di Indonesia (DKI
Jakarta, Riau, Kalimantan Selatan, dan Papua). Hasil dari kedua survey tersebut
adalah lebih dari 90% obat yang ada di Indonesia harganya masih di atas
fnternational Reference Price. Ketersediaan obat di sektor swasta lebih baik dari
sektor publik. Tidak ada pengaruh jarak terhadap harga dan ketersediaan obat.
—targa obat di Papua tidak lebih mahal/murah dari harga di pulau Jawa, Sumatra dan
Kalimantan. Demikian pula ketersediaan obat di wilayah yang relatif dekat ke pusat,
fdak lebih baik dari di wilayah Kalimantan dan Papua (Badan Litbangkes, 2005,
Siahaan S & Sasanti R, 2008)

Tahun 2010 Badan Litbang Kesehatan melakukan survey ketersediaan dan
X=terjangkauan obat generik pada 7 propinsi di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Barat,
Swumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua
8arat). Hasilnya masih cukup banyak obatgenerik & esensial pd fasilitas kesehatan
wang ketersediaannya < 3 bulan, ct. kotrimoksasol anak, lar.infus dextrose, Fixed
Dosed Combination tuberkuiosis, dll. Beberapa obat sering kosong di distributor
setempat (Badan Litbangkes, Laporan Penelitian Ketersediaan, Keterjangkauan dan
Peresepan Obat Generik & Esential, 2010)

Shudi harga obat dan ketersediaan pada rumah sakit, apotek dan puskesmas
dhutuhkan untuk mengevaluasi harga dan ketersediaan obat terkini. Hasil
seselitian akan dianalisis sehingga dapat diketahui apakah harga obat yang ada
@=sih banyak yang di atas standar harga obat international dan untuk memperkaya

w=teri studi harga obat keseluruhan untuk menunjang policy paper mengenai harga

=5t sebagai output dari studi yang dapat membantu pemerintah untuk 14




iemgempurnakan kebijakan peningkatan akses obat guna melaksanakan amanah

Wang-undang kesehatan dan kebijakan obat nasional.

\etznyaan penelitian

a2 obat yang tinggi dan ketersediaan obat yang rendah akan menghambat akses

rakat terhadap obat (WHO, 2006), oleh karena itu studi ini ingin mengetahui:

- Apakah harga obat generik terkini masih diatas International Reference Price,
setelah adanya reformasi penurunan harga obat generik sampai 70% pada
tahun 20067

- Bagaimana ketersediaan obat-obat esensial, terutama pada fasilitas

kesehatan publik?

wiuzan Penelitian

Umum

peroleh gambaran harga dan ketersediaan obat pada rumah sakit, puskesmas
imapotek

wu=n Khusus

Wembandingkan harga obat terhadap International Reference Price
Wembandingkan harga obat pada fasilitas kesehatan publik versus swasta
embandingkan ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan publik versus

saasta

aat

&5 studi ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyempurnakan

“=kan harga obat.
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Metede Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode baku harga obat yang sudah dikembangkan
adeh World Health Organization dan Health Action International (WHO-HAI, 2008).

Kerangka pikir

el e s |

| Pembiayaan | Penggunaan Obat Rasional !

"""" \& /S

OBAT > Masyarakat

L
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

4

Ketersediaan

Harga

———————— Tidak diteliti

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat
Hegiatan pada tahap ini ditaksanakan di 6 wilayah DKI Jakarta: Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Waktu
Alei sd Nopember 2012 (6 bulan)

Desain Penelitian
Potong lintang (cross-sectional)

Populasi dan Sampel

“opulasi : pengelola obat di RS ,Puskesmas dan apotek di Jakarta

Samnpel : pada masing-masing wilayah Jakarta dilakukan pengambilan sampel
secara purposif pada fasilitas kesehatan sebagai berikut:

1 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit swasta, 2 puskesmas di sekitar

RS pemerintah, 2 puskesmas di sekitar RS swasta, 3 apotek di sekitar RS




pemerintah dan 3 RS di sekitar RS swasta. Jumlah sampel pada masing-
masing wilayah adalah 12 fasilitas kesehatan

=zuali pada kepulauan seribu hanya diambil 1 RS pemerintah, dan 2 puskesmas.

= angga total jumlah fasilitas kesehatan yang akan disurvey 63 unit.

pel harga obat adalah 23 jenis obat esential yang dipilih secara purposif

iesasarkan kriteria:

- 3emua jenis obat terpilih sudah ada generiknya (OGB=obat generik berlogo)

Semua obat terpilih masuk kedalam kelas terapi yang ada pada daftar obat

=sensial nasional

iari 23 obat jenis obat terpilih:

o 13 jenis obat mengikuti list obat WHO yang masuk dalam Global Core
Medicines (GCM) dan 5 jenis South East Asia Core List (SEARCL)

o 10 jenis obat yang tinggi penggunaannya di Indonesia.

Tabel 1. Daftar obat yang akan disurvey pada fasilitas kesehatan

No. Nama Obat Kekuatan Ket.
1 | Aciclovir 200 mg
- 2 | Amlodipine 5mg SEARCL
kapsul/tablet
3 | Amoxicillin 500 mg GCM
Il kapsul/tablet
I £ | Amoxicillin 25 mg/ml (125 SEARCL
| suspension mg/5 ml)
T' 5 | Captopril 25 mg GCM
| kapsul/tablet
. §& | Ceftriazone inj. 1 gram
" Ciprofloxacin kap/tab | 500 mg GCM
i 2 | Co-trimoxazole 8+40 mg/ml GCM
| suspension (40+200mg/5ml)
- 2 | Fixed Dose 300 mg INH, 60mg
Combination 3 tab Rifampicin & 150
mg Pyrazinamid




10 | Furosemide kap/tab |40 mg
11 | Gentamicin eye 0,3%
drops (millilitre)
12 | Glibenclamide 5mg GCM
kap/tab
13 | Hydrocortison salp gram
14 | Ibuprofen kap/tab 400 mg SEARCL
15 | Metformin kap/tab 500 mg SEARCL
16 | Natrium Chlorida Botol 500 ml
Solution
17 | Natrium Diclofenac 50 mg
18 | Omeprazole kap/tab |20 mg GCM
19 | Paracetamol 24 mg/ml (120 GCM
suspension mg/5 ml)
20 | Ranitidine kap/tab 150 mg SEARCL
21 | Ringer lactate Botol 500 mg
solution
22 | Salbutamol kap/tab |2 mg
23 | Simvastatin kap/tab | 20 mg GCM

Untuk setiap jenis obat akan dikembangkan item obatnya sehinga masing-masing
Enis obat terdiri dari: obat yang termurah, obat yang paiing laris di indonesia dan
obat original (fnnovator product), yang masing-masing akan dilihat harga dan

ketersediaannya.

Variabel

Variabel meliputi :

=N

. Jenis obat

2. |tem obat

3. Harga obat: harga jual dan harga beli obat
4
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=hnisi Operasional

“semis obat :
J=n's obat adalah macam obat berdasarkan nama kandungan zat aktif obat baik

emerik maupun branded.

obat:
x=xiaan obat berdasarkan bentuk dan kekuatan obat. Biasa disebut satuan

=masan,

= ga jual adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat ke rumah sakit,

wet=k untuk memperoleh obat tersebut.

==ga beli adalah harga yang harus dibayar oleh puskesmas ke distributor/supplier

memperoleh obat tersebut.

f=tersediaan obat adalah obat yang tersedia pada waktu survei dilakukan

men dan Cara Pengumpulan Data
Instrums.an survey untuk harga obat dan ketersediaan mengikuti instrumen
=32 obat dari World Health Organization dan Health Action international (2006),
kuisioner dan pedoman yang berisi wawancara terstruktur terhadap harga obat
observasi ketersediaan obat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

=ncara terstruktur dan observasi.

=sedur Penelitian

s=than
=lum pengumpulan data ditakukan pelatihan pengambilan data harga dan
==rsediaan obat terhadap seluruh peneliti agar pengumpulan data berlangsung

#su=i dengan standard dan pedoman yang ada.

= primer
s=mbilan data primer dilakukan oleh para peneliti dari Badan Litbangkes yang
' peneliti daerah setempat dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap

rme obat dan observasi ketersediaan obat saat pengumpulan data.
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Data sekunder
Penelusuran dokumen kebijakan harga dan akses obat, hasil penelitian yang sudah

dan belum dipublikasikan dan kerangka acuan {ain yangreteven.

Manajemen dan Analisis Data
Data kuantitatif dianalisis secara descriptif dengan komputer menggunakan
Microsoft Excel. Dimana akan dihitung median harga obat dari masing-masing obat,
baik harga beli obat maupun harga jual obat. Ketersediaan obat akan dihitung
dengan median ketersediaan. Median harga obat dan median ketersediaan tersebut
akan dibandingkan:
1. Median harga obat di Indonesia dengan median harga obat internasional
(international reference price dari Management Science of health (MSH))
2. Median hargal/ketersediaan obat sektor publik dan swasta
3. Median harga obat antar fasilitas kesehatan : Apotek dan Rumah Sakit dan
harga beli puskesmas
Hasil analisis didiskusikan dan diintensifkan dalam forum diskusi dengan
mengundang stakeholder terkait. Seminar hasif analisis dilakukan untuk
mendapatkan “umpan balik” sebelum dikonsolidasikan dalam bentuk paper
kebijakan, yang akan disampaikan pada penentu kebijakan ditingkat pusat dan

daerah.

Output

Output dari penelitian ini merupakan policy paper yang berisi hasil analisis dan
kajian terhadap kebijakan terkait akses terhadap obat beserta rekomendasi
penyempurnaan kebijakan tersebut agar obat dapat lebih terjangkau bagi

masyarakat.

lfin Penelitian
Penelitian ini memperoleh perizinan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI

Jakarta dan pengelola tempat pengambilan survey.

Perijinan Etik

Penelitian ini memiliki ijin etik dari Komisi Etik Badan LitBangKes. 20




Hasil dan Pembahasan

Fasilitas kesehatan yang berhasil di sunvey sebanyak 62 unit, karena 1 fasilitas

kesehatan belum bersedia untuk di survey.

Beberapa definisi operasional untuk data cbat dan hasil analisis:

- Obat original = obat innovator atau obat yg awalnya memiliki nama paten
obat ybs.

- Obat terlaris = obat generik bermerek “me too” yg terlaris di Indonesia

- Obat termurah = obat generik/obat ‘mee too” yg harganya termurah pada

faskes yg disurvey
- Median Price Ratio = ratio antara median harga obat terhadap harga
(MPR) international reference price (IRP) dari MSH

Analisis menggunakan Microsoft exell yang dikembangkan oleh WHO-HAI, dimana
data obat yang diperoleh diolah bila ditemukan minimal pada 4 puskesmas atau 4
sektor swasta (RS dan apotek swasta), serta minimal 1 untuk rumah sakit

pemerintah karena hanya 6 rumah sakit pemerintah yang di survey.

Tingkat ketersediaan 23 jenis obat yang di survey diperlihatkan pada table 2 dan 3
di bawah ini:

Tabel 2. Rangkuman Median Ketersediaan Obat

Puskesmas RS Pemerintah RS & APT Swasta
n=21 n==6 n=236
25% 44.4%
Obat original 0,00 (n=10) (n obat =16)
Obat terfan's 0,00 33,3 47.2%
(n obat=11) (n obat =20)
Obat termurah 57,0% 83,3% 80,6%
{n obat =21) (ncbat =23) (n obhat = 21)

Ketersediaan tertinggi adalah untuk jenis obat termurah yang kebanyakan
merupakan obat generik, yaitu 57% untuk puskesmas, 83,3% untuk rumah sakit
pemerintah dan 80,6% untuk RS dan apotek swasta. Ketersediaan obat terbaik ada
pada RS pemerintah, yaitu 83,3% vs 80,6% (swasta) vs 57% (pkm)
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Tabel 3. Median Ketersediaan Obat

~ Puskesmas RSPemerinsh i AL

S PO ... n=6 n=3 )
Original  Terdaris Termurah  Original  Terlaris Termurah  Original  Terlaris  Termurah
% % % % % % % % %
Adclslovir 200 mg 0 0 90,5 0 0 100 56 361 94,4
Amlodipine tab. 5 mg 0 0 333 50 83,3 917 833 88,9
Amoxiciliin syr 0 0 100.0 16,7 333 833 58 833 R
Amoxicilintab, 500 my 0 0 100,0 0 50 100 4,7 91,7 944
Captopni tab.25 mg 0 0 95,2 0 0 100 28 47,2 97,2
Ceftriaxone inj.1 gr 0 0 0,0 0 333 100 0
Ciprofioxacin kap500mg 0 0 20,5 0 66,7 83,3 444 806 91,7
Cotrimoxazole paed syr, 0 0 81,0 0 0 66,7
FDC 3tab 0 0 0 i 0
Furbsemide tab40 mg 0 0 571 50 0 833 91,7 38,9 80,6
Gentamyain Eye Drops 0 0 0 0 :
Glibenclamide tab.5mg 0 0 90,5 0 0 833 69,4 417 88,9
Hydiotortison or 1% 0 0 0,0 0 55,6 56 16,7
Ibuprofen tab.400 mg 0 0 16,7 0 100 56 1,1 77,8
Metformin 0 0 81,0 18,7 0 100 88,9 55,6 944
Natrium Chlorida infus 0 33,33 28,8 66,7 333 333 558 13,9 83
Na Diclofenac tab.25mg 0 0 - 86,1 558 722
Omeprazole tab.20mg 0 0 ' 0 16,7 100 22,2 66,7 97,2
Paragetamol syrup 0 0 952 0 66,7 83,3 83,3 72,2 61,1
Ranltidine tab.150my 0 0 81.0 0 333 100 55,6 72,2 100
Ringer lactate nfus 0 33,33 52,4 16,7 66,7 333 J
Sabutamol tab 2 mg 0 0 61,9 16,7 0 100 66,7 528 91,7
Simvastatin tab.20 mg 0 0 2 0 0 56 50 88,9

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa dari 23 macam obat yang di survey, ada dua obat
yang tidak tersedla di seluruh Puskesmas, yaitu Ceftriaxone inj. dan hydrocortisone
¢r 1%. Dlsamping itu terdapat 7 jenls obat yang hanya tersedla dl £ 150%
puskesmas, yaltu: amlodipin tab., FDC 3 untuk tuberkulosis anak, gentamicyin eye
drops, Ibuprofen tablet, na.diklofenac tab., omeprazole tab. dan simvastatin tab.
Obat yang tersedia di seluruh Puskesmas yaitu Amoxicillin syrup dan tablet.

Ketersedlaan obat yang berada di € +50% RS pemerintah ada 5 item, yaitu: FDC 3
untuk tuberkulosis anak, gentamicyin eye drops, hydrocortisone cr 1%,

na.diklofenac tab.dan simvastatin tab. 722




Ketersediaan obat yang berada di < +50% RS dan apotek swasta ada 5 item, yaitu:
Ceftriaxone inj., cotrimoxaso! paed.syr, FDC 3 untuk tuberkulosis anak, gentamicyin

eye drops, dan ringer taktat infus.

Terdapat 4 item obat yang ketersediaannya >90% di semua fasilitas kesehatan yang
disurvey, yaitu: acyclovir tablet 200mg, amoksisilin sirup, amoksisilin tab.500 mg dan

captopril tab.25 mg.

Untuk ketersediaan obat di RS Pemerintah diketahui bahwa ketersediaan FDC 3
untuk obat yang termurah hanya di 33,3 persen Puskesmas, nilai ini lebih kecil dari
ketersediaan FDC 3 original yang tersedia di 50 persen Puskesmas. Untuk Apotek
dan RS Swasta, FDC 3 untuk jenis obat termurah tidak tersedia di seluruh Apotek
dan RS Swasta, sementara FDC 3 jenis obat original sudah tersedia di 50 persen

Puskesmas.

Tabel 4. Rangkuman Median Price Ratios Obat

RS RS & APT
Puskesmas Pemerintah Swasta
n=21 n=6 n= 36
Obat original - 15,66 (11) 28.40 (16)
Obat terlaris 1,18% (2) 10.05 (11) 13,68 (20)
Obat termurah 1,52% (21) 2,55 (23) 2,20 (21)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa harga jual obat relatif lebih murah dari sektor swasta
untuk jenis obat original (15,66 vs 28,40)) dan obat terlaris (10,05 vs 13,68), tetapi
sektor swasta menjual jenis obat termurah lebih rendah dari RS pemerintah (2,20 vs
2,55).
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Tabel 5. Median Price Ratios 23 item obat yang disurvey pada fasilitas kesehatan

Medicines Median Price-Retios {VPRs} #ii-Procwenrerms and Outlets

(Reference Price Data Used= MSH 2010)

Nama Obat Qkat Original Qbat Terdaris Dbt Teemurah
Puskes RS RS&Apt RS RS&Apt RS RS&Apt
mas Pemerintah Swasta Puskesmas Pemerintah Swasta  Puskesmas  Pemerintah Swasta
{n=21) (n=6) (n=36) (n=21) (n=6) (n=36) (n=21) (n=6) (n=36)

Aciclovir 200 mg 19,80 1,19 1,63 1,56
Amlodipine lab. 5 mg 69,69 68,39 55,03 57,24 9,46 9,87 9,87
Amaxicilin syr 1,80 8,45 10,30 1,35 1,95 195
Amoxicilin tab. 500 mg 7,81 10,05 11,20 1,05 143 1,44
Captopril tab.25mg 5,10 0.92 1,19 1,19
Cefiriaxone inj.1 gr 4809 58,65 2.75 2,86
Ciprofioxacin kap500mg 7422 42,86 45,20 080 1,06 1,24
Cotrimoxazale paed syr. 61,80 2,18 258 2,69
FDC 3tab 29,08 32,91 2125 675 22,60
Furosemide tab40 mg 90,79 91,56 2227 186 255 2,63
Gentamycin Eye Drops 091 745 6.65
Glibenclamide tab.bmg 9273 5,01 1,57 228 2.51
Hydrocortison cr 1% 189 233 097 1,17
®uprofen tab.400 mg 177 452 1,52 2,04 2.20
Metformin 15,66 16,13 6,52 2,05 2,77 295
Natrium Chlorida infus 9,61 2,76 1,15 1,40 149 167 3,18
Na Diclofenac tab.25mg ’ 12932 138,01 6.18 16,15 5,16 6,88 6,78
Omeprazole tab.20mg 273,77 14325 148,79 4,09 5,22 541
Paracetamol syrup 16,52 7.14 7.26 1,39 1,78 1,81
Ranitidine tab.150mg 19,02 2139 27,20 1,06 1,35 1,41
Ringer lactate infus 2,26 292 1,22 1,49 1,52 1,14 3,05 1,95
Salbutamol tab 2 mg 2433 2388 9,12 0.74 1,02 097
Simvastatin tab.20 mg 24,79 1,80 2,59 4,66

Secara umum tabel 5 memperiihatkan bahwa harga obat untuk semua item, semua

jenis dan pada semua fasilitas kesehatan masih diatas /nternational Reference Price

(21), kecuali untuk obat captopril tablet 25 mg (0,92), ciprofloxacin kapsul 500 mg
(0,8), Hydrocortison cr 1%, Salbutamol tablet 2 mg (0,74), dan Ranitidine tablet 15

mg (1,06) untuk jenis obat termurah.

Tabel 4 menunjukkan terdapat variasi harga yg lebar antara harga untuk obat

original terhadap obat yg terlaris & obat termurah.
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Untuk beberapa obat masih terdapat variasi harga yang cukup lebar antara harga
obat antar fasilitas kesehatan walaupun berada pada jenis dan kategori obat yang
sama, misalnya: obat original NaC'! infus (RS pemerintah vs swasta: 9,61 vs 2,76),
obat terlaris Na.diclofenac tab. (RS pemerintah vs swasta ; 6.18 vs 16.15), obat
termurah ringer laktatinfus (RS pemerintah vs swasta : 3,05 vs 1,95). Omeprazole
untuk obat original harga nya dapat mencapai 274 kali harga obat IRP.

Obat terlaris ranitidine harganya di atas obat original (27,20 vs 19,02), demikian juga
amoksisilin tab.500 mg (7,81 vs 11,20).

Tabel 6. Median Price Ratios (MPRs) Harga Obat
pada Puskesmas
Obat terlaris  Obat termurah

Jumlah obat 2,00 21,00
Median MPR 1,18 1,52
25% tile MPR 1,16 1,06
75% tile MPR 1,20 2,05
Min MPR 1.16 0,74
Max MPR 1,22 9,46

Harga beli obat pada puskesmas bervariasi, yaitu 1,15 s/d 1,22 untuk obat terlaris
dan 0,74 s/d 9,46 untuk obat termurah (tabel 6)
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Tabel 7. Median Price Ratios Harga Pengadaan Obat di Puskesmas
dan harga pengadaan berdasarkan SK Menkes N0.094/2012

MPR puskesmas vs SK Menkes 094/2012

| Obat termurah

| Nama Obat Puskesmas (n= 21)  SK Menkes No.094/2012

| Aciclovir 200 mg 1,19 1,01
Amlodipine tab. 5 mg 9,46 7,89
Amoxicillin syr 1,35 1,44
Amoxigillln tab. 500 mg 1,06 1,09
Captopril tab.25 my 0,92 0,92
Ceftriaxone Inj.1 gr = 2,12
Ciprofloxacin kap500mg 0,80 0,79
Cotrimoxazole paed syr. 2,18 2,24
FDC 3 tab 6,75 472
Furosemide tab.40 mg 1,86 2,07
Gentamycin Eye Drops 0,91 0,83
Glibenclamide tab.5mg 1567 1,80
Mydrocotrtison cr 1% - 1,19
Ibuprofen tab.400 mg 1,62 1,77
Metformin 2,05 2,20
Natrium Chlorida infus 1,67 1,18
Na Diclofenac tab.25mg 5,16 5,09
Omeprazole tab.20mg 4,09 7.71
Paracetamol s§rup 1,39 1,39
Ranitldine tab.150mg 1,06 1,11
Ringer lactate Infus 1,14 1,22
Satbutamol tab 2 mg 074 0,74
Simvastatintab20mg 180 378

Tabel 7 menunjukkan bahwa masih ada harga pengadaan obat di puskesmas yang
sedikit di atas harga pengadaaan obat berdasarkan SK Menkes N0.094/2012, yaitu
Amlodipin tab. dan FDC tablet. Terdapat 2 item obat yang harga pengadaan di
puskesmas di bawah harga SK Menkes N0.0914/2012, yaitu: Omeprazole tablet dan
Simvastatin tablet. Hal ini antara lain dapat disebabkan tidak semua obat yg tersedia
di puskesmas merupakan Obat Generik atau puskesmas membeli dengan harga
yang lebih tinggi walaupun ada juga puskesmas membeli dengan harga di bawah
SK tsb.
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Tabel 8. Median Price Ratios Harga Obat pada RS Pemerintah

Obat original _Obat terlaris Obat termurah

Jumlah obat 11,00 11,00 23,00
Median MPR 16,66 10,05 2,565
25% tile MPR 2,07 6,66 1,63
75% tile MPR 49,39 4547 3,12
Min MPR 1,77 1,40 0,97
MaxMPR 129,32 143,25 22,60

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa MPRs harga jual obat di RS Pemerintah

memiliki var'asi yang lebat antar item dan antar jenis.

Tabel 9. Median Price Ratios Harga Obat pada RS & Apotek Swasta

Obat original Obat terlaris Obat termurah
Jumlah obat 16,00 20,00 21,00
Median MPR 28,40 13,68 2,20
25% tile MPR 14,08 6,17 1,44
75% tile MPR 78,55 25,39 2,95
Min MPR 2,33 1,49 0,97
Max MPR 2377 . 14879 987

Tabel 9. menunjukkan bahwa MPRs harga jual obat di RS Pemerintah memiliki

variasi yang lebar antar item dan antar jenis.

Tabel 10. MPRS Harga Obat di RS Pemerintah, RS & A|5t Swasta VS
SK Menkes generik 092/2012

Obat tarmurah

RS Pemerintah RS & Apt Swasta 8K Generik
NamaObat (n=6)  (n=36)  092/2012
Aciclovir 200 mg 1,63 1,56 2,05
Amlodipine tab. 5 mg 9,87 9,87 10,66
Amoxicillin ayr 1,95 1,95 1,95
Amoxicillin tab. 500 mg 1,43 1,44 1,47
Captopril tab.25 mg 1,19 1,19 1,29
Ceftrlaxone inf.1 gr 2,75 2,86 2,86
Ciprofloxacin kap500mg 1,06 1,24 1,06
Cotrimoxazole paed syr. 258 2,69 3,03
FDC 3 tab 22,6 . 6,38
Futosemide tab.40 mg 2,55 263 2,76




Gentamyuin Eye Diops 7,45 6,65 1,13

Glibenclamide tab.5mg 2,28 2,51 244
Hydrosortison or 1% 0,97 1,17 1,61
Ibuprofen tab.400 mg 2,04 2,20 2,39
Mettormin 2,77 2,95 2,96
Natrium Chlorida infus 3,18 - 1555
Na Diclofenac tab.25mg 6,88 6,78 6.87
Omeprazole tab.20mg 5,22 5,41 10,41
Paracetamol syrup 1,78 1,81 1,88
Ranitidine tab.150mg 1,35 1,41 1,50
Ringer lattate infus 3,05 1,95 1,64
Salbutarnol tab 2 mg 1,02 0,97 1,00
Simvastatin tab.20 mg 280 .. 4.66 5,10

Tabel 10 memperlihatkan bahwa beberapa harga jual obat termurah di RS
pemerintah, RS dan apotek swasta masih di atas harga jual obat generik yang
ditetapkan oleh SK generik 092/2012 (FDC 3 tab., gentamycin eye drops. NaCl infus
dan Ringer laktat infus) karena tidak selalu obat termurah di fasilitas kesehatan
tersebut merupakan obat generik, walaupun ada juga yang menjual obat termurah
di bawah harga SK generik 092/2012 (omeprazole tab.& simvastatin tab.)

Tabel 11. MPRS beberapa harga obat jenis obat termurah berdasarkan
hasil survey pada tahun 2004-2005 dan tahun 2012
menggunakan metode WHO-HAI

" MPRS obat termurah

‘ Naia Gbiat 2004 2012,
O . Publik Swasta _ Publikc  Swasta
Aclclovir 200 mg 1,38 1,37 1,63 1,56
Amlodipine tab. 5 mg 4585 49,43 9,87 9,87
Amoxicillin tab. 500 mg 1,77 1,82 1,43 1,44
Captoprll tab.25 mg 1,69 1,71 1,19 1,19
Ceftriaxone inj.1 gr 1,41 1,49 2,75 2,86
Ciprofloxacin kap 500mg 6,03 7,78 1,06 1,24
Cotrimoxazole paed syr. 2,12 227 2,58 2,69
Glibenclamide tab.5mg 5,51 574 2,28 2,51
Metformin 2,54 2,62 2,77 2,95
| Na Diclofenac tab.25mg 9,41 6,99 6,88 6,78
{ Omeprazole tab.20mg 1,66 1,79 5,22 5,41
Ranitidine tab.150mg 3.4 3,43 1,35 1,41
Simvastatintab20mg 7,27 832 2,55 466
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Tabel 11 memperlihatkan bahwa lebih banyak jumlah item obat (8) yang disurvey
pada tahun 2004 yang harga obatnya lebih tinggi dari tahun 2014. Terdapat 5 item
obat yang harganya pada tahun 2004 lebih rendah dari tahun 2014. Hal ini
disebabkan keluarnya SK Menkes No. 336/Menkes/SK/V/2006 tentang harga obat
generik yang mengalami penurunan harga neto apotek (HNA) sampai dengan %
70%.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Secara umum harga obat di Indonesia lebih tinggi dari International Reference Price
& dapat mencapai >100 kalinya, yaitu: Na Diclofenac tab.25mg untuk jenis obat
original dan Omeprazole tab.20mg untuk jenis obat original dan obat terlaris, kecuali
untuk beberapa jenis obat termurah seperti: salbutamol 5 mg, ciprofloxacin 500 mg

dan hidrokortison cr 1%.

Belum banyak perubahan pola harga obat jika dibandingkan dengan hasil studi
tahun 2004-2006, yaitu secara umum harga oba di Indonesia masih diatas

international réference price.

Terdapat variasi harga yg cukup lebar antara harga obat antar puskesmas, antar RS

pemerintah, antar RS & Apotek swasta.

Ada 10 item obat yg ketersediaannya <50%. Untuk obat FDC 3 untuk tuberkulosis
anak yang juga merupakan obat program ketersediaan tertinggi hanya 50% (di

puskesmas) pada semua sektor.

Ketersediaan obat terbaik ada pada RS pemerintah, yaitu 83,3% vs 80,6% (swasta)

vs 57% (puskesmas).

Saran
Pemerintah perlu melakukan pengaturan harga obat di Indonesia agar lebih rasional

dan terjangkau masyarakat.
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Pemda DKI Jakarta dapat membuat standard harga obat tersendiri secara khusus
untuk puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah agar variasi harga tidak terlalu

teban avia 1asilitas kesehatan.

Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan perlu secara rutin dan berkala
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap harga & ketersediaan obat publik agar
pengadaan obat dapat lebih efisien dan ketersediaan obat meningkat, terutama

untuk obat FDC 3 dan larutan infus.
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